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BAB I
 PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pelayanan publik yang diberikan instansi Pemerintah ( Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kecamatan ) kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pada era otonomi daerah, fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah. Oleh karenanya secara otomatis berbagai fasilitas pelayanan publik harus lebih didekatkan pada masyarakat, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Pemerintah Pusat mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik, antara lain kebijakan tentang Penyusunan Sistem dan Prosedur Kegiatan, Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Inpres No. 7 Tahun 1999 ), dan Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah (SK Menpan No. KEP/25/M.PAN/2/2004). Langkah ini sebenarnya bukanlah hal baru, karena sebelumnya kebijakan serupa telah dikeluarkan pemerintah dalam bentuk Instruksi Presiden ( Inpres ) maupun Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
Era reformasi yang terjadi menyebabkan semakin kritisnya sebuah pandangan masyarakat terhadap sistem pemerintahan saat ini, salah satu faktor tersebut adalah yang menyebabkan sistem pemerintahan Indonesia semakin berkembang dengan asas demokratis demi terwujudnya good goverment dan good governance untuk mengubah pandangan masyarakat tentang birokrasi pemerintahan yang selalu dipandang rumit dan berbelit-belit. Era reformasi yang identik dengan hak asasi, masyarakat selalu merasa kurang puas atas pelayanan pemerintah saat ini. Untuk mengubah presepsi tersebut ada beberapa strategi yang dilakukan Pemerintah demi terwujudnya pelayanan prima, 
selain usaha pemerintah dengan penetapan Inpres Nomor : 7 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Menpan Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004, Pemerintah juga membuat kebijakan baru yakni yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Peraturan yang ditetapkan tidak akan terwujud sesuai harapan dan keinginan tanpa dukungan dari berbagi pihak yang terkait, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang berperan ganda sebagaii Pelakasana dan ujung tombak penyelenggaraan Pemerintahan.
Standar Operasional Prosedur (SOP)  Kecamatan Badegan ditetapkan demi terwujudnya tertib administrasi dalam pelaksanaan roda pemerintahan, mulai dari pemerintahan terendah (Desa) sampai dengan Pemerintah Pusat. Dengan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur, diharapkan bisa meminimalisir terjadinya penyimpangan tugas-tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Untuk menunjang kinerja Pemerintahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo memutuskan untuk mensosialisasikan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada masing-masing instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



BAB. II 
GAMBARAN  UMUM
a.    Pengertian
Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi ) dan sebagai alat Penilaian Kinerja Instasi Pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.
Dengan diterapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) di masing-masing instansi, diharapkan pelaksanaan roda pemerintahan bisa berjalan dengan tertib sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi serta untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang berperan sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat.
b.     Manfaat
Paradigma governance membawa pergeseran dalam pola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip-prinsip corporate governance. Penerapan prinsip corporate governance juga berimplikasi pada perubahan manajemen pemerintahan menjadi lebih terstandarisasi, artinya ada sejumlah kriteria standar yang harus dipatuhi instansi pemerintah dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya. Standar kinerja ini sekaligus dapat untuk menilai kinerja instansi pemerintah secara internal mupun eksternal. Standar internal yang bersifat prosedural inilah yang disebut dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Adapun manfaat dari Standar Operasional Prosedur (SOP) Sebagai berikut :
1. Menstandarkan  cara  yang  harus  dilakukan  dalam  menyelesaikan   pekerjaan,   mengurangi  kesalahan atau kelalaian;
2. Menjamin proses yang telah ditetapkan dan dijadwalkann dapat berlangsung sebagaimana mestinya;
3.  Menjamin   tersedianya data untuk penyempurnaan proses;
4. Meningkatkan   akuntabilitas   dengan   melaporkan   dan   mendokumentasikan   hasil   dalam   pelaksanaan tugas;
5. Memberikan cara kongkrit untuk perbaikan kinerja;
6. Menghindari terjadinya variasi proses pelaksanaan kegiatan dan tumpang tindih;
7. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri;
8. Membantu mengidentifikasi apabila terjadi kesalahan prosedur;
9. Memudahkan penelusuran terjadinya penyimpangan dan memudahkan langkah perbaikan.
c.      Landasan Hukum
1. Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah  Pusat dan   Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 126, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia 4438) ;
2. Undang-undang Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pembentukkan Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 58, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pembagian urusan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah  Daerah Propinsi  dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215 Tahun 2012);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 1887) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 ;
9. Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 35 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor  4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 216-2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016); 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor  Tahun 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Orgnaisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo;
 d.       Tujuan
Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standard yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi berjalan secara efisien dan efektif, konsisten, standar dan sistematis. Dengan adanya sistem manual standard atau (SOP) diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja layanan yang diberikan oleh  Kecamatan Sampung. Dengan adanya instruksi kerja yang terstandarisasi, maka semua kegiatan layanan akan dapat dilakukan secara konsisten oleh siapapun yang sedang bertugas melakukan layanan. Layanan-layanan yang berbelit dan tidak jelas prosedur operasinya akan semakin terminimalisir. Disamping konsistensi layanan hal lain yang akan dihasilkan adalah efisiensi dan efektifitas kerja. Dengan prosedur yang terstandar setiap orang baik pengguna layanan maupun staf yang memberi layanan akan dapat memanfaatkan ataupun melakukan layanan yang semakin hari semakin baik dan semakin cepat karena terjadinya proses pembelajaran yang secara terus menerus terjadi selama proses layanan. Dengan demikin dapat dipastikan melalui SOP ini akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pelayanan kepada masyarakat.
BAB. III
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )
ADMINISTRASI  PEMERINTAHAN  KECAMATAN BADEGAN
A. VISI  DAN  MISI  
            1.  VISI
Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan,  yang memiliki orientasi terhadap pelayanan masyarakat lima tahun ke depan, maka  menetapkan Visi sebagai berikut: “Ponorogo Lebih Maju , Berbudaya dan Religius “.
2.      MISI
Misi  adalah  sesuatu  yang  harus  dilaksanakan  oleh  Instansi  Pemerintah,  agar  tujuan  organisasi dapat  terlaksana dan berhasil dengan baik.   Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi Pemerintah, mengetahui peran dan program - programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa-masa mendatang. Dari gambaran tersebut diatas,   maka ditetapkan MISI  adalah sebagai berikut : 
1. Membentuk Budaya Keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang amanah, tanggap dan berkemampuan andal memecahkan masalah rakyat.
1. Mengelola seluruh sumber daya daerah menjadi lebih berdayaguna, unggul, produktif, berkelanjutan, serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial.
1. Mewujudkan pengelolaan infrastruktur strategis secara profesional, agar memiliki daya dukung yang kokoh untuk menyokong produktivitas masyarakat, kemajuan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan umum.
1. Membangun sistem pertanian modern, sebagai basis pengembangan model  ekonomi kerakyatan yang berdaya saing tangguh, memicu investasi dan industri, serta berperan menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah.
1. Menata kawasan yang nyaman untuk semua, dengan ketersediaan ruang publik yang memadai, berwawasan kelestarian lingkungan, sekaligus upaya mempercepat pengurangan ketimpangan antara wilayah pedesaan dengan perkotaan.
1. Membangun prinsip kemandirian dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin, pengangguran serta perluasan kesempatan kerja.
1. Meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam memajukan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, guna mendorong kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang hebat dan bertaqwa.
B.     STRUKTUR   ORGANISASI    DAN   TATA  KERJA
Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang. 
Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan  Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
Melalui urusan tersebut, Kecamatan Badegan berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perancanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. 
Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi Organisasi adalah Peraturan  Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :  
1. Tugas
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
1. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
1. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
1. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
1. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
1. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
1. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
1. Fungsi :
1. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
1. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
1. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
1. Pelaksanaan koordinasi dan sinskronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
1. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
1. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
1. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
1. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
ADAPUN TUGAS DAN FUNGSI  ORGANISASI KECAMATAN TERDIRI ATAS :
A. 	CAMAT 
1. 	Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten :
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
1. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
1. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
1. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
1. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
1. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
1. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. 	Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Camat mempunyai fungsi : 
1. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
1. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
1. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
1. Pelaksanaan koordinasi dan sinskronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
1. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
1. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
1. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
1. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

B.  Sekretariat Kecamatan
1.	Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan strategis kecamatan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan.
2. 	Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi : 
1. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
1. Pelaksanaan tugas pelayanan administratif;
1. Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
1. Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
1. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan;
1. Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
1. Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
1. Penyusunan data statistik dan pelaporan;
1. Pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan; dan
1. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.
Sekretariat kecamatan terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
1. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan.
Tugas dan fungsi Sekretariat Kecamatan :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
0. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.
0. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
1. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan kecamatan;
1. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
1. Penyusunan rencana, pengeloaan dan perawatan kebutuhan perlengkapan kantor;

1. Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset daerah di lingkungan Kecamatan;
1. Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
1. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
1. Pembayaran gaji pegawai Kecamatan;
1. Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
1. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.
1. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan
0. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan dan pelaporan kegiatan Kecamatan.
0. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
1. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan;
1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
1. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
1. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja Kecamatan;
1. Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
1. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan; dan
1. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.
C. Seksi Tata Pemerintahan 
1. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan pertanahan/keagrariaan.
1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :
1. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa ada/atau kelurahan;
1. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi desa dan /atau kelurahan;
1. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksaan bimbingan, pemberian petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
1. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa lainnya;
1. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang pertanahan/keagrariaan;
1. Pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi;
1. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
1. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan; dan
1. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
D. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan.
1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
1. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan pembangunan, perekonomian masyarakat desa dan/atau kelurahan;
1. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang perbankan dan perkreditan rakyat;
1. Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
1. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
1. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan produksi dan distribusi hasil produksi;
1. Penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
1. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
1. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
1. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
1. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberi kan oleh Camat.
E. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat.
1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
1. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat;
1. Pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan kejadian dan keadaan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
1. Penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instansi lain (Polri dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
1. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam rangka tertib perijinan;
1. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, idiologi negara dan kesatuan bangsa;
1. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
1. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
1. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dengan SKPD dan instansi lain yang berkompeten dalam bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
1. Pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;
1. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pemantauan, deteksi dini serta kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
1. Pelaksanaan pengamanan kantor dan rumah dinas Camat; 
1. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
1. Pelaksanaan koordinasi secara vertikal dengan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten; dan
1. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

F. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas  menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
1. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
1. Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
1. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan;
1. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kehidupan beragama;
1. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan, gizi dan pemberantasan penyakit menular;
1. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat; dan
1. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
G. Seksi Pelayanan Umum
1. Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan.
1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :
1. Penyiapan bahan koordinasi dengan seksi-seksi yang membidangi dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
1. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan Publik;
1. Pelaksanaan register, pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen-dokumen pelayanan umum;
1. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan umum; dan
1. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.
H. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Struktur Organisasi Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo
Berdasarkan Peraturan  Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Struktur Kecamatan terdiri dari :
1. Camat
1. Perangkat Kecamatan, yang terdiri :
1. Sekretariat Kecamatan.
1. Sub bagian umum dan kepegawaian;
1. Sub bagian keuangan, penyusunan program dan pelaporan;
1. Seksi Tata Pemerintahan.
1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
1. Seksi Kesejahteraan masyarakat
1. Seksi Pelayanan Umum
1. Kelompok Jabatan Fungsional


BAB  VII
PENUTUP

[image: Description: TT Sus-1]Standar Operasional Prosedur ( SOP )  Kecamatan Badegan ditetapkan demi terwujudnya tertib administrasi dalam pelaksanaan roda pemerintahan, mulai dari pemerintahan terendah ( Desa ) sampai dengan Pemerintah Pusat. Dengan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur, diharapkan bisa meminimalisir terjadinya penyimpangan tugas-tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Untuk menunjang kinerja Pemerintahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo memutuskan untuk mensosialisasikan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) kepada masing-masing instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,, maka dengan ini diharapkan bisa menjadi acuan / pedoman bagi kegiatan administrasi Kecamatan Badegan beserta jajarannya di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Dalam Standar Operasional Prosedur ( SOP )  Kecamatan Badegan ditetapkan demi terwujudnya tertib administrasi dalam pelaksanaan roda pemerintahan, mulai dari pemerintahan terendah ( Desa ) sampai dengan Pemerintah Pusat  dan  digunakan sebagai landasan kegiatan administrasi  Kecamatan Badegan Standar Operasional Prosedur ( SOP )   juga dipakai sebagai bahan acuan penilaian kinerja serta bahan acuan tertib administrasi dalam pelaksanaan roda pemerintahan Kecamatan Badegan. Dengan demikian maka diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien. 
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